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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tata kelola sampah pantai oleh Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Kupang, maka peneliti menyimpulkan bahwa, transparasnsi tata

kelola sampah pantai belum optimal, sedangkan partisipasi dan akuntabilitasnya belum

berjalan dengan baik adapun penjelasan rincian tentang tata kelola sampah pantai oleh

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai berikut:

A. Transparansi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dalam menjalankan tugasnya

terkait Pengangkutan Sampah dari TPS-TPS ke TPA, namun belum optimal karena

kekurangan Sarana dan Prasarana sedangkan tentang biaya pengelolaan sampah tidak ada

sama sekali.

B. Partisipasi

Tidak ada partisipasi masyarakat mengenai kemampuan masyarakat dan civil society

untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan bersama pemerintah (Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Kupang) terkait tata kelola sampah serta tidak ada peraturan

yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik

secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances terkait tata

kelola sampah
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C. Akuntabilitas

Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas komitmen dari

pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar

akuntabel terkait tata kelola diperoleh kesimpulan bahwa belum mencapai target yang

diharapkan karena kurangnya biaya/anggaran serta infrastruktur yang mendukung

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulaan di atas maka penulis menyarankan

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota

Kupang serta instansi terkait perlu mensosialisasikan budaya bersih kepada

masyarakat.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang perlu adanya transparansi

dalam pengelolaan biaya terkait tata kelola sampah pantai

3. Perlu ada partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan terkait tata kelola

sampah oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun

kelembagaan sebagai media check and balances terkait tata kelola sampah

4. Perlu adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas

komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan

pelaksanaan misi agar akuntabel terkait tata kelola.
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